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PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
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TENTANG 

pERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 
rENTANG SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI 

pgNDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA PONTIANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK 
' 

! 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa pengaturan pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah secara tunai telah ditetapkan dalam Peraturan 
Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 
Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; 

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran 
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat 
jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu 
menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyetoran dan 
Pembayaran Non Tonai Pendapatan/Belanja pada Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Pontianak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 
tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai 
Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Pontianak; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Un�ang;-Undang Norn�· 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 5f 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalin tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Noklor 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); ? 



3. Undang-Undang Nomor 2g 
Negara yang Bersih da s_,'@hun 1999 tentang Penyelenggaraan 
(Lembaran Negara Re bltas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
Tambahan Le m b ar , [? " Ii  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

n +egara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang-Undang Nomor 17 7 

(Lembaran Negara Re ahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Tambahan Lemba. '{Publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

an Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nom 

Negara (Lembaran , " l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Tambahan Lem. 'gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

aran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang N 

Pengelolaan da,, ''or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Negara Republi. ,'&gungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Lembe Ne Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
"·[ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan euangan Antara Pe ., rah 

Len emerintah Pusat dan Pemerintahan Daer 
{";"?' Negara Repuoik Indonesia Tahun 2004 Noror 126, 

amt an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Ked�� Atas,-I2fr.aruti'· · Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 310); - .  l' 

.  z  



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem 
Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 
2017 Nomor 81)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non 
Tunai Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 32) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) hurufyaitu huruf o sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

14.Peraturan Daerah Nomor 7 T 
Susunan Perangkat p. 'ahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Tahun 2016 Nomor ""rah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Nomor 149); »  Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

15.Peraturan Daerah N 
Pengelolaan Keua,,, 'or 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok 
Tahun 2019 ~, 'Ban Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak :. vomor 13, Tambah: ah K o ta  Pontianak Nomor 175); ' an  Lembaran Daere o 

16.Peraturan Walikota No Penyetoran dan p 'or 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur 
Anggaran Pena,"""ayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada 
Daerah Kota p, "" an  dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita 
diubah bee.,""3ak Tahun 2~17 Nomor 81)  sebagaimana telah 
Tahun 2010 ' <ali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 
Nomor 81 ,"hang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
P b un 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan emoayaran Non Tu · p Pe d a1 endapatan/Belanja pada Anggaran 
""P'an dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Bernita baerah 

ot 'ontianak Tahun 2019 Nomor 32); 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM 
PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI 
PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK. 

(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non 
Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah: 
a. pembayaran belanja transport akomodasi kepada masyarakat; 
b. pembayaran belanja yang dilaksanakan diluar daerah; 
c. pembayaran untuk pembelian benda pos; d. belanja jasa kurir/ekspedisi; . e. transaksi belanja barang dan jasa BOS pusat; ~ + "  ,,  - . ..  

t  ansa beanie BosDi «ran»e as a.5000°93; (" ;;"Ra33}; 
s qansaisi sci@ja Ba@an tayanan Umaum Daee " " "? 4- (lima ratus ribu rupiah); . . . . ,- - , I J... J 
h. ua le b tuk tenaga pegawai harian lepas; - 2 + i '  .  tang le m u r  un  .:.  PBB P2 k ep a d a  RT: -  

i. pembayaran biaya penyampaian SPPT p€ • ? 



mbayaran Pajak Kendaraan Dinas; 
) {  iaaja untuk kepcrJuan uji sampling Laboratorium. 
" ~ianja barang dan jasa kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); " elanja pemulangan orang terlantar; 
" eanja pemakaman untuk jenazah terlantar; dan 
j' elanja makan minum kegiatan diluar kantor kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

dahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembanlu atau Pembantu Bene 

(l ,Aahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan seluruh b u k ti  
'_,~aran termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  pem 

Pasal II 
an Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. peratu' 
tt·ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ! r se 

A6 ~n penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. ~mi deng 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 2 Maret 2z20 

} WK«or PoNTN. ' 
.,/' 

· dangkan di Pontianak Diun 

ada tanggal 2 laret 2020 
$BRETARIS DAJRAH KOTA PONTIANAK, 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 23 

I 

�DIRUSDIKAMTONO 


